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ABSTRAK 

 

(ARVIANI / 2000860201011 / PENGARUH INVESTASI DAN 

PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2004-2023 / 

PEMBIMBING 1 IBU Dr. Hj. FATHIYAH, SE, M.Si / PEMBIMBING 

II IBU Hj. SUSILAWATI, SE, M.Si) 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan 

keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan 

melihat perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Investasi dan 

Penerimaan Pajak Daerah secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. Pengaruh Investasi secara parsial 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2024-2023. 

Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0
0
 45‟ sampai 2

0
 45‟ 

Lintang Selatan dan antara 101
0
10‟-104

0
55‟ Bujur Timur. Di sebelah Utara 

berbatasan dengan Provinsi Riau, disebelah Selatan berbatasan dengan 

Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Barat berbatasan Dengan Provinsi 

Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, disebelah Timur berbatasan dengan 

Selat Berhala. 

Penelitian ini merupakan confirmatory study. Pengumpulan data 

dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari badan pusat statistic 

(BPS), alat analisis yang digunakan regresi linear berganda, data dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang digunakan berupa data 

runtun waktu (time series) yaitu pada tahun 2004-2023. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: Investasi dan Pajak Daerah 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jambi tahun 2004-2023. Secara Parsial Investasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi tahun 

2004-2023. Pajak Daerah terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

 

Kata Kunci : Investasi, Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 

 

(ARVIANI / 2000860201011 / THE INFLUENCE OF INVESTMENT 

AND LOCAL TAX RECEPTION ECONOMIC GROWTH IN JAMBI 

PROVINCE IN 2004-2023 / ADVISOR 1 HJ. FATHIYAH, SE, M.Si / 

ADVISOR II HJ. SUSILAWATI, SE, M.Si) 

Economic Growth is a process of changing economic conditions that 

occurs continuously, resulting in a better situation. Economic growth can be 

measured by looking at changes in Gross Domestic Product (GDP) or Gross 

Regional Domestic Product (GRDP) 

This study aims to determine the Effect of Investment and Regional 

Tax Revenue simultaneously on Economic Growth in Jambi Province in 

2004-2023. The partial effect of Investment on Economic Growth in Jambi 

Province in 2024-2023. The partial effect of Regional Tax on Economic 

Growth in Jambi Province in 2004-2023. 

Jambi Province is geographically located between 00 45‟ to 20 45‟ 

South Latitude and between 101010‟-104055‟ East Longitude. In the North 

it borders Riau Province, in the South it borders South Sumatra Province, in 

the West it borders West Sumatra Province and Bengkulu Province, in the 

East it borders the Berhala Strait. 

This study is a confirmatory study. Data collection with 

documentation techniques sourced from the central statistics agency (BPS), 

the analysis tool used is multiple linear regression, the data in this study is 

secondary data. The data used is time series data, namely in 2004-2023. 

The results of the data analysis show that: Investment and Regional 

Taxes simultaneously have a significant effect on Economic Growth in 

Jambi Province in 2004-2023. Partially, Investment does not have a 

significant effect on the Economic Growth variable in Jambi Province in 

2004-2023. Regional Taxes have a significant effect on the Economic 

Growth variable in Jambi Province in 2004-2023. 

 

Keywords : Investment, local taxes and economic growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam 

suatu negara adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan ukuran atas perkembangan atau kemajuan suatu perekonomian dari 

suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi 

masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. 

Peningkatan produksi tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan efek yang 

mampu meningkatkan Masyarakat (Mubaroq, dkk, 2013). 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu masalah makroekonomi jangka 

panjang. Karena setiap daerah memiliki keberagaman, maka dari itu pertumbuhan 

ekonomi akan berbeda dengan daerah lain, oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi 

harus diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang matang (Sukirno, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di 

indikasikan dengan meningkatnya output agregat (produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB 

sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang 

bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering 

digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah presentase perubahan 

 

 

 

 

1 



2  

 
PDB untuk skala nasional atau presentase perubahan untuk skala Provinsi atau 

Kabupaten/Kota (BPS, 2014). 

Untuk mengetahui seberapa besar kinerja Provinsi Jambi dalam 

menumbuhkan ekonominya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini laju 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2023. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 

Tahun 2004-2023 
Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) Perkembangan (%) 

2004 5,38 - 

2005 5,57 3,53 

2006 5,89 5,74 

2007 6,82 13,63 

2008 7,16 4,74 

2009 6,39 (1,07) 

2010 7,35 15,02 

2011 7,86 6,93 

2012 7,03 (10,55) 

2013 6,84 (2,70) 

2014 7,36 7,60 

2015 4,21 (42,79) 

2016 4,37 3,80 

2017 4,60 5,26 

2018 4,69 1,95 

2019 4,35 (7,24) 

2020 -0,51 (111,72) 

2021 3,70 (823,57) 

2022 5,12 38,37 

2023 4,66 (8,98) 

Rata-rata (47,47) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024 

Keterangan : ( ) Penurunan 
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Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi 

mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, perkembangan pertumbuhan ekonomi 

yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022 dengan jumlah presentase sebesar 

38,37% dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah persentase 

(111,72)%, penurunan yang sangat dratis tersebut terjadi karena adanya covid-19 

yang menyebabkan penurunan kinerja para penduduk ekonomi daerah. 

Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 

Investasi suatu kegiatan yang sangat penting karena menunjang produksi, 

sehingga investasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi cepat atau lambatnya pembangunan dapat diukur dari investasi (Sari, 

dkk, 2016). 

Pendapat lain mengenai pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi 

yaitu Teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan 

yang ditabung dan diinvestasikan, laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat 

(Todaro & Smith, 2011). 

Pentingnya investasi asing bagi negara berkembang yaitu sebagai dasar 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penanaman modal asing 

searah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta berperan penting dalam 

mobilitas dana (Kuncoro, 2010). 

Penanaman modal dalam bentuk investasi memberikan kontribusi dalam 

me lningkatkan laju pe lrtumbuhan e lkonomi. Di Indone lsia, inve lstasi dibeldakan 

me lnjadi dua je lnis, yaitu invelstasi yang dilakukan olelh pe lme lrintah/swasta dan 

invelstasi dari luar nelgelri. De lngan adanya inve lstasi kapasitas produksi akan 
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me lningkat se lhingga dapat me lningkatkan output yang dihasilkan. Me lningkatnya 

output akan me lningkatkan pe lrtumbuhan e lkonomi. Me lnurut Pange lstu (2018) 

hubungan antara inve lstasi de lngan pe lrtumbuhan e lkonomi adalah positif, dimana 

jika invelstasi tinggi maka pelrtumbuhan e lkonomi akan melningkat. 

Kompone ln data inve lstasi Pelnanaman Modal Dalam Nelgelri (PMDN) dan 

Pelnanaman Modal Asing (PMA) melmpunyai pe lranan yang sangat pe lnting telrkait 

fungsi inve lstasi se lbagai pelnggelrak pe lre lkonomian disuatu wilayah. Invelstasi 

swasta dipe lrlukan karelna dalam mellakukan pe lmbangunan elkonomi dibutuhkan 

biaya yang cukup belsar yang salah satunya dipelrolelh dari inve lstasi swasta baik 

be lrupa Pe lnanaman Modal Asing (PMA) dan Pe lnanaman Modal Dalam Nelgelri 

(PMDN) (Hartono, 2022). 

Pe lnanaman Modal Asing se lbagai salah satu jelnis pe lnanaman modal yang 

melm iliki pelran sangat be lsar dalam pelmbangunan. Modal ini masuk dalam be lntuk 

invelstasi langsung yang dapat be lrupa pe lndirian pabrik guna me lnyelrap te lnaga 

kelrja maupun inve lstasi tidak langsung yang dilakukan me llalui pasar modal 

de lngan instrume ln surat be lrharga selpelrti saham dan obligasi. Belntuk invelstasi 

swasta be lrikutnya adalah Pelnanaman Modal Dalam Nelgelri (PMDN). Pelnanaman 

Modal Dalam Nelgelri selbagai sumbe lr dome lstik me lrupakan kunci utama 

pelrtumbuhan e lkonomi nasional. Pelnanaman modal dipelrlukan untuk me lme lnuhi 

pe lrmintaan pe lnduduk yang me lningkat di ne lgara telrselbut. Inve lstasi di se lktor 

barang modal tidak hanya melningkatkan produksi te ltapi juga ke lse lmpatan ke lrja. 
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Belrikut ini tabe ll 1.2 pelrke lmbangan relalisasi invelstasi PMDN dan PMA di 

Provinsi Jambi Tahun 2004-2023. 

Tabe ll 1.2 

Pe lrke lmbangan Invelstasi PMDN dan PMA Provinsi Jambi 

Tahun 2004-2023 

Tahun 
PMDN 

(Ribu Rupiah) 

PMA 

(Ribu Rupiah) 

Total 

(Ribu Rupiah) 

Pelrkelmbangan 

(%) 
2004 9.090.812.680 667.455.710 9.758.268.390 - 

2005 8.468.661.800 730.529.920 9.199.191.720 (5,73) 

2006 9.144.985.140 1.170.499.820 10.315.484.960 (12,13) 

2007 9.193.509.320 1.171.456.290 10.364.965.610 0,48 

2008 9.292.881.280 1.556.723.200 10.849.604.480 4,68 

2009 9.478.927.610 1.798.579.256 11.277.506.866 3,94 

2010 9.611.608.190 2.005.272.450 11.616.880.640 3,01 

2011 14.433.096.240 4.464.023.800 18.897.120.040 62,67 

2012 19.933.675.830 7.450.686.720 27.384.362.550 44,91 

2013 25.170.266.590 9.155.386.300 34.325.652.890 25,35 

2014 28.418.185.160 11.525.838.660 39.944.023.820 16,37 

2015 31.996.708.960 14.889.838.450 46.886.547.410 17,38 

2016 35.881.108.940 16.901.285.520 52.782.394.460 12,57 

2017 42.606.848.000 10.264.042.800 52.870.890.800 0,17 

2018 31.282.257.500 13.745.008.050 45.027.265.550 (14,84) 

2019 44.373.800.000 8.185.560.000 52.559.360.000 16,73 

2020 41.350.000.000 5.124.432.000 46.474.432.000 (11,58) 

2021 48.734.000.000 5.459.700.000 54.193.700.000 16,61 

2022 88.826.592.000 3.920.260.000 92.746.852.000 71,14 

2023 104.049.894.000 6.671.970.000 110.721.864.000 19,38 

Rata-rata 15,55 

Sumbe lr : Badan Pusat Statistik, 2024 

Ke lte lrangan : ( ) Pelnurunan 

 

Dari tabell di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pe lrke lmbangan selbelsar 

15,55% se ltiap tahunnya di Provinsi Jambi invelstasi telrutama invelstasi Pelnanaman 

Modal Dalam Nelge lri (PMDN) dan Pe lnanaman Modal Asing (PMA) me lngalami 

pe lrke lmbangan yang belrfluktuasi se ltiap tahunnya, pe lrke lmbangan yang paling 

pe lsat te lrjadi pada tahun 2022 de lngan pelrselntase l pe lrke lmbangan 71,14 % dan tidak 

telrjadi pe lrke lmbangan invelstasi pada tahun 2018 de lngan pe lrselntase l (14,84) %. 
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Pel lnel lrimaan pellndapatan asli daellrah mel lrupakan salah satu sumbellr kelluangan yang 

dimiliki ollellh daellrah. Pellndapatan asli daellrah bellrasal dari bel lrbagai kolmpolnelln 

sellpellrti pajak daellrah, relltribusi dael lrah, laba BUMD dan pellndapatan lain-lain yang 

sah. PAD di harapkan dapat mellnjadi salah satu sumbellr kelluangan yang dapat 

dihandalkan dalam pellnyelllellnggaraan oltolnolmi daellrah. Dalam pellnyelllellnggaraan 

oltolnolmi daellrah, pellmellrintah daellrah harus bellnar-bellnar mellnggali sellmaksimal 

mungkin poltel lnsi-poltellnsi pellndapatan di daellrahnya, sellhingga dalam 

pelllaksanaannya tidak mellngalami pel lrmasalahan yakni dalam hal pelmbiayaan. 

Sumbe llr pellnellrimaan pel lndapatan asli dae llrah te llrbellsar ialah pajak dae llrah. 

Pajak daellrah adalah kolntribusi wajib kellpada dae llrah yang tellrutang ollellh olrang 

pribadi atau badan yang bellrsifat me llmaksa be l lrdasarkan Undang-Undang, dellngan 

tidak mellndapatkan imbalan se llcara langsung dan digunakan untuk 

kellpe llrluan dae llrah bagi se llbe llsar-bellsarnya ke llmakmuran rakyat (Simanjuntak & 

Ginting, 2019: 185). 

Pajak melrupakan sumbelr pelne lrimaan keluangan nelgara dan bisa melnunjang 

pe lrtumbuhan e lkonomi. jika pajak ditiadakan maka ne lgara akan me lngalami 

kelsulitan dalam me lnjalankan tugas dan we lwe lnangnya, se lmakin banyak 

masyarakat yang taat dalam melmbayar pajak maka ke lse ljahte lraan masyarakat akan 

lelbih celpat te lrcapai dan se lgala pe lmbangunan dan infrastuktur yang dise ldiakan 

ole lh ne lgara untuk rakyat agar pelmbangunan me lrata di selluruh dae lrah. Pajak dan 

reltribusi dae lrah me lrupakan sumbe lr pe lndapatan dae lrah yang paling potelnsial, 

se llain itu ada pe lnge llolaan kelkayaan dae lrah yang dipisahkan dan pelndapatan asli 
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dae lrah yang sah. Sumbe lr pelndapatan lain yang juga potelnsial adalah Badan Usaha 

Milik Dae lrah (BUMD) (Putri, 2021). 

Pajak Dae lrah melmpunyai kontribusi te lrbe lsar dalam Pe lne lrimaan PAD yang 

Dimana me lnjadi pe lne lrimaan yang akan bisa pe lme lrintah lakukan Pelmbangunan 

daelrah. Apalagi pe llmellrintah daellrah Provinsi Jambi selldang ge llncar dalam 

melllakukan pe llmbangunan infrastruktur yang dimana Pellnellrimaan Pajak Daellrah 

mellnjadi suatu ko lntribusi Pellndapatan Asli Daellrah. Be lrikut tabell 1.3 

pe lrke lmbangan Pe lne lrimaan Pajak Dae lrah Provinsi Jambi Tahun 2004-2023. 

Tabe ll 1.3 

Pe lrke lmbangan Pajak Dae lrah Provinsi Jambi 

Tahun 2004-2023 
 

Tahun Pajak Dae lrah (Rupiah) Pelrkelmbangan (%) 

2004 246.153.517.603 - 

2005 281.722.332.085 14,44 

2006 311.238.808.551 10,47 

2007 372.444.014.569 1,96 

2008 527.008.669.551 41,50 

2009 438.524.170.383 (16,78) 

2010 602.355.302.089 37,35 

2011 838.851.529.199 39,26 

2012 808.258.511.161 (3,64) 

2013 841.884.751.200 4,16 

2014 1.010.560.585.181 20,03 

2015 1.010.318.979.969 (0,02) 

2016 966.519.347.103 (4,33) 

2017 1.316.162.467.485 36,17 

2018 1.374.289.409.975 4,41 

2019 1.345.106.684.000 (2,12) 

2020 1.292.729.049.000 (3,89) 

2021 1.558.105.417.000 20,52 

2022 1.871.835.361.000 20,13 

2023 19.177.532.851.000 924,53 

Rata-rata 60,21 

Sumbe lr : Badan Pusat Statistik, Jambi Dalam Angka 
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Be lrdasarkan tabe ll diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pe lrke lmbangan pajak 

dae lrah di Provinsi Jambi selbelsar 60,21% melngalami fluktuasi, dibuktikan pada 

tahun 2009 te lrjadi pe lnurunan yaitu selbelsar (16,78)% dan me lningkat pada tahun 

2023 selbelsar 924,53%. 

Be lrdasarkan dari uraian di atas maka pe lnulis te lrtarik untuk me lmbuat tugas 

akhir pelnellitian dalam be lntuk skripsi yang belrjudul “Pe lngaruh Inve lstasi Dan 

Pe lne lrimaan Pajak Dae lrah Te lrhadap Pelrtumbuhan E Lkonomi di Provinsi 

Jambi” 

1.2 Ide lntifikasi Masalah 

Dari latar bellakang di atas dapat disimpulkan idelntifikasi masalahnya adalah 

se lbagai be lrikut: 

1. Pe lrke lmbangan Pe lrtumbuhan ELkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 

belrfluktuasi de lngan rata-rata se lbelsar (47,47)%. 

2. Pe lrke lmbangan Invelstasi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 belrfluktuasi 

de lngan rata-rata selbelsar 15,55%. 

3. Pe lrke lmbangan Pajak Dae lrah di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 ce lnde lrung 

melngalami pelningkatan de lngan rata-rata selbelsar 60,21%. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari ide lntifikasi masalah dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah 

selbagai be lrikut: 

1. Bagaimana pelngaruh Invelstasi dan Pajak Dae lrah se lcara simultan telrhadap 

Pe lrtumbuhan E Lkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023? 
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2. Bagaimana pelngaruh Invelstasi dan Pajak Dae lrah se lcara parsial telrhadap 

Pe lrtumbuhan E Lkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023? 

1.4 Tujuan Pelnellitian 

 

Be lrdasarkan rumusan masalah pe lne lliti melmiliki tujuan untuk melngeltahui: 

 

1. Untuk me lnge ltahui pelngaruh Invelstasi dan Pajak Dae lrah se lcara simultan 

te lrhadap Pe lrtumbuhan ELkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

2. Untuk me lnge ltahui pelngaruh Invelstasi dan Pajak Dae lrah se lcara parsial 

te lrhadap Pe lrtumbuhan ELkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

1.5 Manfaat Pelnellitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pe lne llitian ini adalah: 

 

1. Kelgunaan akadelmis, se lbagai salah satu sumbe lr informasi te lntang pelngaruh 

Invelstasi dan Pajak Dae lrah te lrhadap Pe lrtumbuhan E Lkonomi di Provinsi 

Jambi tahun 2004-2023. 

2. Kelgunaan praktis, se lbagai bahan masukan dan relfelrelnsi bagi pe lne lliti yang 

telrtarik delngan pelrsoalan Invelstasi dan Pajak Dae lrah telrhadap Pelrtumbuhan 

ELkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1 Landasan Teori 

 

2.1.1.1 Pengertian Ekonomi 

 

Definisi ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang 

mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan 

konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering di 

asosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Arti kata ekonomi berasal dari 

bahasa yunani yakni “oikonomia” kata oikonomia berasal dari dua kata yaitu 

oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti mengatur. 

Jadi oikonomia berarti mengatur rumah tangga (Zahari, dkk, 2012). 

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara 

umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah 

tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara 

menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam 

masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik- 

baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta 

kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun 

distribusi. 
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Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. 

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan 

dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan 

komplek sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit- 

unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih 

besar disuatu wilayah tertentu. 

2.1.1.2 Ekonomi Pembangunan 

 

Ekonomi pembangunan secara umum adalah sebuah cabang ilmu ekonomi 

yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang 

berkembang dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar 

pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat (Wildani, 2019). 

Istilah ekonomi pembangunan mengacu pada suatu pengertian tentang 

ilmu ekonomi yang diterapkan dalam analisis masalah dan kebijakan 

perekonomian negara-negara yang belum maju (underdeveloed countries) dan 

atau negara- negara sedang berkembang (developing countries). Dari sudut 

pandang ilmu ekonomi, pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk 

memperluas kemampuan dan kebebasan memilih (increasing the ability and 

freedom to choice). Tercapainya hal tersebut merupakan indikator bahwa manusia 

secara individu maupun kolektif dapat meningkatkan utilitas/kualitas hidupnya. 

Karenanya yang harus dibangun terutama adalah kualitas sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana dan kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern. Dengan 

dibangunnya hal-hal tersebut diatas, diharapkan kesejahteraan rakyat makin 
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tinggi, terutama makin baik, efisien, dan adilnya alokasi sumber daya ekonomi 

(Prathama Rahardja & Mandala Manurung, 2018:311-123). 

2.1.1.3 Pembangunan ekonomi 

 

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan 

perubahan. Artinya, ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara 

pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa 

yang berlaku dari tahun ketahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang 

berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan 

pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan 

dalam infrastruktur yang tersedia, peningkatan dalam pendapatan serta 

kemakmuran masyarakat (Windhu Putra, 2019:58). 

pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk dalam suatu masyarakat meningkat dalam jangka 

panjang, dimana pembangunan ekonomi ini sebagai suatu proses perubahan yang 

terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000). 

Pembangunan ekonomi bisa juga diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang 

terfokus pada aktivitas negara dalam meningkatkan perekonomian serta 

kesejahteraan hidup masyarakatnya. Didalam ekonomi pembangunan juga 

membahas permasalahan pembangunan di negara berkembang serta mencoba 

memberikan solusi dan kebijakan yang dirasa tepat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. 
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2.1.1.4 Investasi 

 

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu penambahan 

modal. Penambahan modal ini berupa investasi dan Tabungan. Di satu sisi 

Tabungan domestik rendah sedangkan, di sisi lain kebutuhan dana untuk 

membiayai investasi besar (meningkat terus setiap tahun mengikuti pertumbuhan 

penduduk dan kebutuhan pasar). Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan 

antara Tabungan dan investasi: S-I< 0 (S-I). ini berarti negara tersebut mengalami 

investment-saving gap atau I-S gap positif (atau S-I gap negatif). Di Indonesia 

seperti banyak di negara berkembang lainnya selisih ini ditutup dengan arus 

modal asing. Mulai dari hibah, pinjaman resmi (antar pemerintah disebut dengan 

G to G loans), hingga investasi, baik yang sifatnya jangka Panjang (PMA) atau 

jangka pendek (portofolio investment). Dapat dikatakan bahwa secara hipotesis 

ada suatu korelasi positif antara I-S gap dan ketergantungan ekonomi suatu negara 

terhadap dana dari luar negeri (Tambunan, 2021). 

Defesit karena adanya I-S gap yang telah berlangsung secara persistent 

tersebut harus dapat dibiayai dari capital inflows agar tidak mengganggu cadanga 

devisa yaitu dengan investasi. Investasi/penanaman modal merupakan 

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan 

produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal 

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa 

depan (Sukirno, 2022). 
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Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). 

PMDN menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah penggunaan 

kekayaan Masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang 

dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili 

di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri 

yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct 

investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2023). 

2.1.1.5 Teori-teori Investasi 

 

a. Teori Neo Klasik 

 

Teori Neo Klasik menekankan pentingnya Tabungan sebagai sumber 

investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama 

pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan. Makin cepat perkembangan 

volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital 

pertenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi pertenaga kerja. 

Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada 

bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi 

dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 

2010:88-89). 

b. Teori Harrod-Domar 

 

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi 

sebelumya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum Klasik dan 
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Keynes, Dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang 

bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan 

menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang 

dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah 

permintaan efektif seluruh Masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa 

tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa 

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 

2007:256-257). 

c. Teori Ekonomi 

 

Teori Ekonomi mengartikan atau mendefenisikan investasi sebagai 

“pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan 

peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan 

untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan”. Investasi 

merupakan komponen kedua yang mempengaruhi Tingkat pengeluaran 

agregat dan merupakan salah satu faktor penting dan utama dalan 

Pembangunan ekonomi yang telah diakui oleh banyak ahli ekonomi, bahkan 

dikatakan bahwa tak ada Pembangunan tanpa investasi (Syamsu Nujum : 

2019 : 120). 
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2.1.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

 

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu 

pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ekonomi atau 

perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang 

saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang 

langka dialokasikan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka yang hidup dan beroperasi dalam perekonomian, 

yang juga disebut sebagai sistem ekonomi. Semakin tinggi aktifitas ekonomi yang 

dilakukan maka meningkat pula pendapatan yang akan mereka terima dan seiring 

dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan 

retribusi daerah dapat juga ditingkatkan. 

Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan pada UU RI No. 28 Tahun 

2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Asli 

 

Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan menurut (Gheta, 2020: 105) Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya itu 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut (Suhendra, dkk 2022: 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan 

https://www.pajakku.com/tax-guide/8333/UU/28%20TAHUN%202009
https://www.pajakku.com/tax-guide/8333/UU/28%20TAHUN%202009
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sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup 

signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan 

aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. 

PAD sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat 

mengharuskan pemerintah daerah agar memaksimalkannya. Adapun berdasarkan 

pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan cakupan dari penerimaan 

PAD cukup luas, yaitu PAD sendiri terdiri atas hasil pajak, retribusi daerah, 

hingga pendapatan yang berasal dari dinas-dinas, BUMN dan PAD lain-lain yang 

sah, yang mana pendapatan-pendapatan asli daerah ini nantunya akan 

dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. 

Pendapatan asli daerah menjadi cerminan atas tingkat kemandirian daerah 

dalam konteks sebagai penerimaan daerah, hal ini menjadi indikasi atas 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan asas desentralisasi fiskal serta 

menunjukkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. 

2.1.1.7 Pengertian Pajak Daerah 

 

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar 

oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah 

sehubungan dengan pendapatan, pemikiran, harga beli barang dan sebagainya. 

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo, 2020). 

https://www.pajakku.com/tax-guide/5582/UU/33%20TAHUN%202004
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Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang 

ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk 

mengarahkan kehidupan Masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai 

motor penggerak ekonomi Masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak 

merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan 

yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. 

Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam 

penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi 

Masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap Masyarakat atas 

pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada Masyarakat sendiri 

(Waluyo dan Wirawan, 2020). 

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara 

karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak 

memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah (misal Provinsi, 

Kabupaten, Kota Madya) yang di atur berdasarkan peraturan daerah masing 

masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk rumah tangga daerahnya 

(Takahindangen, dkk 2019: 327). Pajak daerah terbagi dua, yaitu: 

a. Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah 

tingkat Provinsi. Pajak Provinsi saat ini menurut Undang- Undang Nomor 28 

tahun 2009 yang berlaku: 

1. Pajak kendaraan bermotor 

 

2. Bea balik nama kendaraan bermotor 
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3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

 

4. Pajak air permukaan 

 

5. Pajak rokok 

 

b. Pajak Kabupaten dan Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah tingkat Kabupaten atau Kota. Pajak Kabupaten dan Kota saat ini 

menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang berlaku: 

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

 

2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

 

3. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

 

4. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame. 

 

5. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

7. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 

8. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air dan 

tanah. 

9. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau 

pengusahaan sarang burung walet. 



20  

 

10. Pajak bumi, bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajakatas bumi atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

2.1.1.8 Tujuan dan Fungsi Pajak 

 

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah 

untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu (1) untuk 

membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke 

investasi. (2) untuk mendorong Tabungan dan menanam modal. (3) untuk 

mentransfer sumber dari tangan Masyarakat ke tangan pemerintah sehingga 

memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan Masyarakat ke tangan 

pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untuk 

memodifikasi pola investasi. (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) 

untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2009). 

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan 

dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga di dapat keserasian 

pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas 

pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith 

(Suparmoko, 2010) didasarkan pada: 

1. Prinsip kesamaan / keadilan (equity) 

 

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib 

pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang 

sama 
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2. Prinsip Kepastian 

 

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan 

pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan. 

3. Prinsip Kecocokan / Kelayakan (convenience) 

 

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati 

membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan 

tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang. 

4. Prinsip Ekonomi 

 

Dalam memunggut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih 

besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan 

kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi Masyarakat 

dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan Masyarakat 

secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Fungsi 

pajak menurut Mardiasmo (2012) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Budgetair 

 

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak- 

banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh 

pemerintah untuk mebiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran 

rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran 

untuk membiayai Pembangunan. 
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b. Fungsi Mengatur 

 

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan 

kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan 

keinginan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud 

menarik uang dengan Masyarakat dan mengalurkannya antara lain kesektor 

produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga 

kerja yang lebih banyak, sehingga penggangguran berkurang dan 

pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan 

sosial ekonomi dalam Masyarakat. 

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau di 

mengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan 

dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya 

yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam 

rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah. 

2.1.1.9 Pengelompokan Pajak 

 

Menurut (S. Munawir, 2014) dalam hukum pajak terdapat berbagai 

pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. 

Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang belainan pula. 

Berikut adalah penggolongan pajak: 

1. Penggelompokan pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu: 

 

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang 
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lain, atau menurut pengertian administrasi pajak yang dikenalkan secara 

periodic atau berkala dengan menggunakan Kohir. Kohir adalah surat 

ketetepan pajak Dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak 

dengan jumlah pajaknya terhutang, yang merupakan dasar dari 

penagihan. Misalnya: pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh sipenangung dapat 

dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administrasi 

pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak 

secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang 

menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: pajak penjualan, pajak 

pertambahan niali barang dan jasa 

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu: 

 

a. Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib 

pajak pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi 

wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus 

dibayar. Misalnya: pajak penghasilan. 

b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak 

memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas 

objeknya. Misalnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah. 

3. Pengelompokan pajak menurut Lembaga pemungutnya dibedakan menjadi 

dua yaitu: 
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a. Pajak pusat atau negara adalah pajak yang di pungut oleh pemrintah 

pusat yang penyelengaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak 

setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara 

pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat adalah: 

1) Pajak yang di Kelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: pajak 

penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, 

pajak penjualan barang mewah, beamaterai, IPEDA, bea lelang. 

2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya: pajak minyak bumi. 

 

3) Pajak yang dikelola direktorat jendral beacukai, misalnya: bea masuk, 

pajak ekspor. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan 

peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan 

pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya: pajak radio, pajak 

tontonan. 

Dilihat dari sifanya dan Lembaga pemungutnya, pajak reklame termasuk 

pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajak daerah. Argumennya adalah 

karena obyek pajaknya, penyelenggaraan reklame dan lokasi reklame berada di 

daerah yang bersangkutan. Orang yang menyelenggrakan reklame secara jelas 

menggambil keuntungan darinya dan eksternelitas yang mungkin timbul secara 

jelas mengenai lingkungan sosial dalam alam di wilayah daerah tersebut. 
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2.1.1.10 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak 

 

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat 

disebutkan unsur-unsur pajak adalah (Soemitro, 2004): 

1. Adanya penguasaan pemunggut pajak 

 

2. Adanya subjek pajak 

 

3. Adanya objek pajak 

 

4. Adanya Masyarakat atau kepentingan umum 

 

5. Adanya surat ketetapan pajak (SKP) 

 

6. Adanya undang-undang pajak yang mendasari 

 

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca Indera. 

 

Ciri-ciri yang melekat pada pajak (Tjahjono dan Husein, 2005): 

 

1. Pajak dipunggut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), 

berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 

3. Penyelenggaraan pemerinath secara umum merupakan kontra prestasi dari 

negara. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukkannya surplus, dipergunakan unuk membiayai public 

investment. 

5. Pajak dipunggut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 

2.1.1.11 Sistem Pemungutan Pajak 

 

Menurut (Waluyo dan Wirawan, 2020) sistem pemunggutan pajak dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Withoding System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yamg 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 

Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2. Official Assessment Systeem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak terutang. Cirinya adalah: 

a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus 

 

b. wajib pajak bersifat pasif 

 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 
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3. Self Assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah: 

a.  wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

b. wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutang 

2.1.1.12 Pertumbuhan Ekonomi 

 

Djoyohadikusumo dalam Amir. A (2021) memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan menyangkut perkembangan 

yang berdimensi tunggal, yaitu meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. 

Secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang (Boediono, 2011), dengan demikian ada tiga aspek yang 

terkait dengan pertumbuhan ekonomi yaitu : (1) proses dalam arti bagaimana 

suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, (2) output 

perkapita yaitu output total dibagi dengan jumlah penduduk, (3) Perspektif waktu 

jangka panjang yaitu adanya kecenderungan kenaikan keluaran (output) perkapita 

dalam jangka waktu yang cukup panjang. 

Menurut Sukirno (2022), suatu wilayah atau regional mengalami 

pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih 

tinggi dari masa sebelumnya, dengan kata lain perkembangannya tercipta apabila 
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jumlah fisik maupun nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian 

akan bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. 

Menurut Arsyad (2011) menjelaskan lagi bahwa suatu perekonomian baru 

dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita 

menunjukan kecendrungan jangka panjang yang meningkat, namun demikian 

tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus 

menerus, adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor 

misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat 

kegiatan ekonominya. 

Menurut Djojohadikusumo (2004), pertumbuhan ekonomi menunjukan 

kepada usaha-usaha untuk meningkatkan produksi barang- barang dan jasa-jasa di 

bidang- bidang yang semakin meluas dalam masyarakat keseluruhan, dimana hasil 

produksi masyarakat itu disebut produk nasional. Sejalan dengan itu, Sukirno 

(2022) memberikan definisi tentang pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yaitu 

perkembangan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dengan 

kemampuan masyarakat yang meningkat. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah 

tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan bukan pertumbuhan Nasional 

Bruto, dengan alasan : 

1. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktifitas 

produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga 

mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang 

digunakan dalam aktifitas produksi tersebut. 
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2. PDB dihitung atas dasar konsep aliran (Flow consept). Artinya perhitungan 

PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode 

sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDB, 

memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan 

pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. 

3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (Perekonomian Domestik) 

hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan - 

kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong 

aktifitas perekonomian domestik. 

2.1.1.13 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu bidang yang sudah lama 

dan sering dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Menurut Sukirno (2016:432), berikut 

adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi : 

1. Teori pertumbuhan klasik 

 

Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, ada 4 fakor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah 

stok barang modal, laus tanah dan kekayaan alam serta sebuah teknologi 

yang digunakan. 

Sedangkan menurut pandangan ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan 

yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini 

berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Dapat 

disimpulkan bahwa teori pertumbuhan klasik apabila terdapat kekurangan 
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penduduk, produksi marjinal lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita 

dan begitupula sebaliknya. 

2. Teori schumpeter 

 

Teori schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha 

dalam mewujudkan perumbuhan ekonomi. Di dalam teori ini dapat dilihat 

bahwa pengusaha merupakan golongan yang terus-menerus yang dapat 

membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi dikarenakan 

para pengusahalah yang memiliki kemampuan ataupun keberanian dalam 

mengimplikasi penemuan-penemuan baru. 

3. Teori Harrod-Domar 

 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan penggabungan dari pemikiran 

dari keynes mengenai makna dalam pembentukan modal di kegiatan 

ekonomi. Dalam teori Harro-Domar pembentukan modal tidak dipandang 

sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian 

untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan 

permintaan efektif masyarakat. 

Teori Harrot-Domar menyatakan bahwa setiap perekonomian dapat 

menyisihkan sejumlah proporsi tertentudari pendapatan untuk mengganti 

barang-barang modal (gedung, peralatan, material, dan sebagainya) yang 

telah rusak. Namun untuk dapat meningkatkan laju perekonomian 

diperlukan investasi-investasi sebagai tambahan stok modal. 
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4. Teori pertumbuhan Neo-Klasik 

 

Sebagai suatu perluasan teori Keynes, Teoro Harrod-Domar melihat 

permasalahan pertumbuhan ekonomi dari segi permintaan. Pertumbuhan 

ekonomi hanya akan berlaku jika pengeluaran agregat melalui kenaikan 

investasi bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

Pemberian penting dalam teori pertumbuhan Neo-Klasik ini bukanlah dalam 

menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

tetapi dalam pemberian sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut 

untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan 

sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi. 

2.1.1.14 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi 

 

Menurut Sukirno (2010:213) “Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, 

Modal, Teknologi dan sebagainya”. 

a. Sumber Daya Alam 

 

Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap 

perkembangan perkonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan 

kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan 

serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah 
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akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu 

negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang 

kekurangan sumber daya alam tidak dapat membangun dengan cepat. 

b. Sumber Daya Manusia 

 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualiatas dan 

kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

c. Modal 

 

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat 

diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan 

investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok 

modal, Output nasional dan pendapatan nasional. Sehingga pembentukan 

modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. 

Pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional dengan 

bermacam-macam cara. Investasi di bidang barang modal tidak hanya 

meningkatkan produksi saja, tetapi juga akan membawa ke arah kemajuan 

teknologi. 

d. Kemajuan Teknologi 

 

Kemajuan Teknologi menjadi faktor yang penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan 

mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan 

produktivitas pekerja, modal dan faktor produksi yang lain. 
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2.1.2 Hubungan Antar Variabel 

 

1) Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

Menurut Todaro (2000:137-138) “tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

investasi tidak dapat di pisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar 

investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang akan dicapai. Menurut 

Sukirno (2008:122) “kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus 

menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan 

ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: Pertama 

investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga 

kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional 

serta kesempatan kerja. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat 

investasi akan menambah kapasitas produksi. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh 

perkembangan teknologi. 

2) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Daerah 

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi) dan 

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota 

(Pajak Kabupaten/Kota). Secara umum meningkatnya usaha Hotel, Restoran, 

Hiburan di Daerah memberikan dampak positif di daerah, selain penerimaan 

Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, Pendapatan masyarakat juga 

meningkat. Daya beli masyarakat akan semakin tinggi dan perputaran uang di 
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daerah juga akan bertambah tinggi. Hal ini menjadikan Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah mengalami peningkatan. 

2.1.3 Penelitian Terdahulu 

 

Adapun literatur-literatur yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini 

dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Seli Indah Dela 

Puspitasari, dkk 

Volume 9, No. 1 

(2024) 

Pengaruh 

Penerimaan 

Pajak Daerah, 

PMA Dan 

PMDN Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Sumatra Utara 

Kuantitatif Hasil penelitian menemukan 

Penerimaan Pajak Daerah 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, penerimaan modal asing 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan penerimaan modal 

dalam negeri berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 

2. M Fahmi Zalvan 

Volume 8, No. 1 

(2024) 

Pengaruh 

Investasi, Belanja 

Modal dan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pemerintah 

Daerah Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kuantitatif Hasil penelitian ialah bahwa 

investasi dan PAD berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi, 

yang berarti banyaknya investasi 

dan PAD yang dikelola pemerintah 

daerah dapat menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

dan Kota. Sedangkan belanja 

modal tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena 

Kabupaten dan Kota yang memiliki 

belanja modal tinggi maka akan 

menurunkan nilai pertumbuhan 
ekonomi. 

3. Rini Sulistiawati 

Volume 3, No. 1 

(2012) 

Pengaruh 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Serta 

Kesejahteraan 

Masyarakat di 
Provinsi di 

Kuantitatif Investasi berpengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Investasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap 
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  Indonesia  kesejahteraan sosial. Penyerapan 

tenaga kerja berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan sosial. 

4. Purwaningrum, 

Nisfika (2022) 

Analisis 

Pengaruh 

Investasi, ZIS 

dan Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dengan 

Tenaga Kerja 

Sebagai Variabel 

Intervening di 

Indonesia 

Periode 2016- 

2021 

Kuantitatif menunjukkan bahwa investasi 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

ZIS berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. IPM berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Investasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tenaga kerja. ZIS 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tenaga kerja. 

IPM berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tenaga kerja. 

Tenaga kerja berpengaruh positip 

dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Investasi 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui tenaga kerja. ZIS 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui tenaga kerja. IPM 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui tenaga kerja. 

5. Yurianto dan 

Akhmad Tantowi 

Volume 7, No. 4 

(2021) 

Pengaruh 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi DKI 

Jakarta 

Kuantitatif hasil yang diperoleh dari resign ini 

adalah penerimaan pajak daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi DKI Jakarta selama 

periode 1987-2019. Kebijakan 

otonomi daerah juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

DKI Jakarta. Implikasi dari temuan 

ini adalah bahwa kesinambungan 

penerimaan pajak daerah 

diperlukan untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di DKI Jakarta. 

Penerimaan pajak daerah sebaiknya 

juga digunakan untuk mendanai 

proyek atau aktivitas yang 

produktif sehingga dapat 

mempercepat pertumbuhan 
ekonomi 

6. Arfah Habib 

Saragih 

Volume 3, No. 1 

(2018) 

Pengaruh 

Penerimaan 

Pajak Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Kuantitatif Hasil yang diperoleh dari riset ini 

adalah penerimaan pajak Provinsi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

Provinsi di Indonesia selama 
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Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Pajak Daerah (X2) 

Investasi (XI) 

 

  Indonesia  periode 2013-2016. Implikasi dari 

temuan ini adalah untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah, diperlukan 

dukungan kesinambungan 

penerimaan pajak daerah. 

Penerimaan pajak daerah sebaiknya 

juga dimanfaatkan untuk mendanai 

proyek yang produktif sehingga 

dapat mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. 

 

 

2.1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

= Pengaruh secara Parsial 

= Pengaruh secara Simultan 

 

2.1.5 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang akan 

dibuktikan kebenarannya setelah data diperoleh. Dalam penelitian ini hipotesis 

yang diajukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dinyatakan bahwa semua 
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variabel berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi yang 

kemudian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Investasi dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. 

b. Investasi dan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. 

2.2 Metode penelitian 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, metode yang berdasarkan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample 

tertentu, pengumpulan data menggunakan analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah telah 

ditetapkan (Priadana & Sunarsi, 2021: 207). 

2.2.1 Metode Penelitian yang digunakan 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang menunjukkan dan membuktikan teori-teori untuk 

menerangkan suatu kejadian benar adanya atau fakta serta mengembangkan 

dan menguraikan statistika guna menunjukkan hubungan antar variabel. Dari 

pengertian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah faktor Investasi dan Pajak 

Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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2.2.2 Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis Data 

 

Jenis data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data sekunder. Data Sekunder adalah dokumentasi, dari data yang telah diterbitkan 

atau data yang digunakan oleh suatu organisasi, yang disusun atau dikumpulkan 

oleh orang lain atau suatu lembaga tertentu. Data diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data 

sekunder itu merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun 

dalam arsip atau data documenter (Rohman, 2021:38). 

Data sekunder yang digunakan berupa data time series periode tahun 2004- 

2023. Data-data yang gunakan yaitu Investasi, Pajak Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jambi. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari website resmi BPS Provinsi 

Jambi Periode 2004 - 2023. 

2.2.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data Model analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis Regresi Linier berganda untuk mengetahui pengaruh 

Investasi, Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. 

Penelitian ini diolah dengan SPSS 22, SPSS berfungsi untuk menganalisis 

data dengan melakukan perhitungan statistik parametrik maupun non-parametrik. 
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2.2.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data merupakan teknik cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan 2 metode, yaitu Library Research dan Field Research. Adapun 

metode Library Research dengan cara mengumpulkan data seperti literatur, jurnal, 

artikel, internet atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pengeluaran 

pemerintah dan investasi. 

1. Regresi Linier Berganda 

 

Analisis Regresi Linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel in dependen ( x1 , x2 , ... e ) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan seberapa besar pengaruhnya maka digunakan persamaan regresi 

linear berganda, menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2016) : 

Y= a + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Variabel Dependen 

α = Konstanta 
X1 = Variabel Independen 

X2 = Variabel Independen 

β1 = Koefisien Independen X1 

β2 = Koefisien Independen X2 

e = Error 
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Karena untuk mencapai hasil yang lebih bagus dan konsisten dalam data 

variabel, kita dapat mengaplikasikan teknik perbaikan data. Teknik ini tidak hanya 

membantu mengurangi fluktuasi yang tidak diinginkan, tetapi juga meningkatkan 

kualitas interpretasi dengan satuan yang berbeda atau variatif dapat di estimasikan 

bahwa persamaan ini menggunakan LOG sebagai berikut . Maka dalam penelitian 

ini dijadikan sebagai berikut: 

LogY = α + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑋1 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋2 + e 

 

Keterangan : 

LogY = Pertumbuhan Ekonomi 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0<R
2
<1). Nilai R

2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

vaiabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2023). 

Rumus Koefisien Determinasi : 
 

 

R2 = 
1−(1−𝑟2)𝑛−1 

𝑛−𝑘 

 

Keterangan : 

R
2
 : Koefisien Determinasi Berganda 

R : Koefisien Korelasi 

N : Jumlah Sample 

K : Banyaknya Parameter Dalam Model Regresi Nilainya 0 
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2.2.5 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum uji 

hipotesis. Sebagai model regresi yang baik harus memenuhi empat uji asumsi 

klasik sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

 

Menurut Ghozali (2018:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki berdistribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Syarat pengambilan keputusan uji normalitas menurut Firdaus (2019:217) : 

1. Jika nilai signifikan (Sig.) > dari 0,05 maka data penelitiannya dikatakan 

berdistribusi normal 

2. Jika nilai signifikan (Sig.) < dari 0,05 maka data penelitiannya dikatakan 

tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Menurut Ghozali (2018:137) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual satu 

pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedakstisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3. Uji Multikolineritas 

 

Menurut Ghozali (2018:107) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi te rdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolineritas di dalam model regresi sebagai berikut: 

a. Menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka 

hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

b.  Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak ada 

multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi. 

c. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka ada multikolineritas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

4. Uji Autokorelasi 

 

Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah didalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Untuk data time series autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang 
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sampelnya crossection jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda 

dengan yang lain. 

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Kriteria Durbin Watson 

d < Dl Terdapat autokorelasi positif 

d > Du Tidak ada autokorelasi positif atau Negatif 

dL ≤ d ≤ dU Daerah keraguan 

d > 4 – Dl Terdapat autokorelasi positif 

d < 4 – Du Tidak ada autokorelasi positif atau Negatif 

4 – dL ≤ d ≤4 – dU Daerah keraguan 

 

 

2.2.6 Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Secara Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2018:179) Uji f atau uji pengaruh simultan digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai sig > 0,05 maka dapat dinyatakan 

variabel-variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. Sementara jika nilai sig < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh 

variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

secara simultan. Berikut tahapan untuk melakukan uji F. 

a. Menentukan FTabel dengan tingkat keyakinan 95%, ɑ = 0,5%, df 1 (jumlah 

variabel - 1), df 2 (n-k-1), n (jumlah data), K (jumlah variabel 

independen). Berikut rumus: 

F hitung 

 

F = R
2
 / (k-1) : (1-R

2
) / (n-k-1) 
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Keterangan: 

R 2 = Koefisien Determinasi 

K = Jumlah Variabel Independen 

n = Jumlah Data 

F tabel = (k ; n-k) 

 

Keterangan : 

k = jumlah variabel independent (variabel bebas atau X) 

n = jumlah responden atau sampel penelitian 

 

b. Membandingkan FHitung dengan FTabel. 

Hipotesis pengujian statistik adalah sebagai berikut: 

 

Ho : ɑ1 = ɑ2 = ɑ3 = 0 : tidak ada pengaruh signifikan Investasi, 

penerimaan Pajak Daerah secara simultan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Jambi. 

Ha : ɑ1 ≠ ɑ2 ≠ ɑ3 ≠ 0 : Ada pengaruh signifikan Investasi, penerimaan 

Pajak Daerah secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jambi. 

Pengambilan kesimpulannya adalah dengan meilhat ɑ (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika FHitung > FTabel, artinya variabel independen secara Bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika FHitung < FTabel, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Uji Secara Parsial (Uji t) 

 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
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varabel dependen (Ghozali, 2005). kriteria dalam melakukan uji t adalah sebagai 

berikut: 

t hitung = 𝑏𝑖 
Se(bi) 

 
Keterangan : 

bi= Koefisien regresi variabel ke-i 

Se(bi)= Kesalahan baku koefisien variabel ke-i 

df = n-k 

 

Keterangan : 

df = degree of freedom 

n = jumlah responden, observasi, atau data 

k = jumlah variabel penelitian 

 

1. Jika t-hitung > t- tabel berarti Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh yang 

siqnifikan antara Variabel X1 yang diteliti dengan Variabel Y. 

2. Jika t-hitung < t-tabel, berarti Ho diterima dengan kata lain tidak terdapat 

pengaruh yang siqnifikan antara Variabel X1 yang diteliti dengan Variabel Y 

2.2.7 Operasional Variabel 

 

Operasional variabel pada penelitian ini adalah unsur penelitian yang terkait 

dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam 

paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Dalam penelitian 

ini terdapat variabel bebas (Independent) yaitu Investasi (XI) dan Pajak Daerah 

(X2) sedangkan variabel terikat (Dependent) Pertumbuhan Ekonomi. 
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Tabel 2.3 

Defenisi Operasional 
 

Variabel 
Operasional 

Variabel 
Satuan Formula 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Pertumbuhan 

ekonomi merupakan 

perkembangan 

kegiatan dalam 

perekonomian yang 

menyebabkan barang 

dan jasa yang 

diproduksi dalam 

masyarakat 

bertambah sehingga 

akan meningkatkan 

kemakmuran 

Masyarakat. 

Persen  
Pertumbuhan Ekonomi 

(𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡 − 1) 
= 𝑋 100% 

𝑃𝐷𝐵𝑡 − 1 

Keterangan : 

PDBt = PDB Tahun t 

PDBt-1 = Produk Domestik Bruto tahun 

sebelumnya 

*) tahun t tahun sekarang atau tahun yang 

akan datang dicari nilainya (berdasarkan 

harga konstan). 

Investasi 

(XI) 

Investasi merupakan 

pengeluaran untuk 

membeli barang dan 

peralatan produksi 

dengan tujuan untuk 

mengganti dan 

terutama menambah 

barang modal dalam 

perekonomian yang 

akan digunakan 

untuk memproduksi 

barang dan jasa di 
masa depan. 

Rupiah  

 

 

 

 
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖) 

𝑋 100% 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

Pajak Daerah 

(X2) 

Pajak daerah adalah 

pajak yang dipungut 

oleh pemerintah 

daerah (provinsi atau 

kabupaten/kota) dari 

individu atau badan 

usaha yang berada di 

wilayahnya. Pajak ini 

digunakan untuk 

membiayai kegiatan 

operasional dan 

Pembangunan di 

daerah tersebut. 

Rupiah  

 

 

 

 

 

 

 

TI= 
𝑝 𝑋 𝑇𝐼𝑃𝑉 

(1+ ∑𝑖 𝑇𝐼𝑃𝑉𝑖) 
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BAB III 

 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Letak Geografis dan Topografi Provinsi Jambi 

 

3.1.1 Geografis 

 

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0
0
 45‟ sampai 2

0
 45‟ 

 

Lintang Selatan dan antara 101
0
 10‟ sampai 104

0
 55‟ Bujur Timur, yang 

berbatasan dengan: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau 

 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan 

Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat 

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala. 

Untuk lebih jelas bisa dilihat gambar peta wilayah Provinsi Jambi pada 

tabel 3.1 dibawah ini. 

 
 

 

Gambar 3.1 

Peta Provinsi Jambi 
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Dari letak geografis ini terlihat bahwa provinsi jambi memiliki posisi yang 

sangat setrategis karena terletak ditengah-tengah pulau sumatra yang mempunyai 

hubungan terbuka dengan daerah-daerah lain. Dengan letak geografis itu maka 

sangat menguntungkan Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan perdagangan 

dalam negri maupun luar negri guna menunjang dan memacu serta mendorong 

lajunya pembangunan di Provinsi Jambi. 

Pada tahun 1999 Provinsi Jambi mengalami pemekaran wilayah 

administrasi di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang- 

undang nomor 25 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, 

sehingga sampai tahun 2010, secara administrative Provinsi Jambi menjadi 9 

Kabupaten dan 2 Kota, Kabupaten Bungo Tebo dipecah menjadi Kabupaten 

Bungo dengan ibukota Muaro Bungo dan Kabupaten Tebo dengan ibukota Muara 

Tebo. Sejak tahun 2008 Kabupaten Kerinci di mekarkan menjadi Kabupaten 

Kerinci dan Kotamadya Sungai Penuh. 

Tabel 3.1 

Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 
No Kabupaten/Kota Ibu Kota Luas (KM

2
) Persentase (%) 

1. Kerinci Sungai Penuh 3.445,149 7,03 

2. Sarolangun Sarolangun 5.935,894 12,11 

3. Merangin Bangko 7.540,118 15,38 

4. Bungo Muaro Bungo 4.760,827 9,71 

5. Muaro Jambi Sengeti 5.387,516 10,66 

6. Tanjab Barat Kuala Tungkal 5.546,063 11,31 

7. Tanjab Timur Muaro Sabak 4.546,621 9,27 

8. Batang Hari Muaro Bulian 5.935,516 10,99 

9. Tebo Muaro Tebo 6.103,737 12,45 

10. Kota Jambi Kota Jambi 169,887 0,35 

11 Kota Sungai Penuh Sungai Penuh 364,924 0,74 

Provinsi Jambi 49.026,579 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Berdasarkan tabel 3.1 Provinsi Jambi mempunyai luas 49.026,579 Km
2.

 

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin Sebesar 

7.540,118 Km
2
 atau sebesar 15,38% dan total luas wilayah Provinsi Jambi, dan 

diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 

6.461 KM
2
 dan 6.184 KM

2
, luas wilayah terkecil di Provinsi Jambi berada di Kota 

Jambi sebesar 205,43 KM
2
 atau sebesar 0,41% dari total luas wilayah Provinsi 

Jambi. Diikuti oleh Kota Sungai Penuh yang sebesar 391,5 KM
2
 atau sebesar 

0,78% luas wilayah Provinsi Jambi. 

3.1.2 Topografi 

 

Provinsi Jambi dengan luas 53.435 km, dibagi menjadi tiga satuan topografi 

yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. 

Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-100 m, merupakan daerah 

yang terluas, kira-kira 67,21 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Rawa-rawa 

banyak dijumpai di daerah ini. luas rawa-rawa hampir setengah dari luas daratan 

rendah seluruhnya. Daerah dataran rendah terdapat Di Kota Jambi, Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan sebagian Kabupaten 

Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan 

Kabupaten Bangko. 

Dataran tinggi merupakan pera lihan dari dataran rendah kearah pegunungan 

meliputi daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 100-500 m dari permukaan laut. 

Luasnya sekitar 18,04 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Daerah dataran tinggi 

terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangko, Kabupaten Bungo, 

Kabupaten Tebo, dan sebagian dari Kabupaten Batanghari. 
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Daerah pegunungan merupakan bagian dari bukit barisan dengan ketinggian 

antara 500 -3800 m dari permukaan laut. Luasnya sekitar 14,74 % dari luas 

wilayah Propinsi Jambi yang meliputi Kabupaten Kerinci dan sebagian Kabupaten 

Bungo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bangko. 

3.2 Penduduk Provinsi Jambi 

 

Dinamika pertumbuhan penduduk merupakan keadaan yang terjadi disetiap 

daerah titik telah diketahui bahwa tujuan Pembangunan ekonomi adalah 

meningkatkan standar dan kualitas hidup bertambahnya jumlah penduduk di suatu 

wilayah tertentu itu harus diikuti dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah kependudukan seperti masalah sosial ekonomi keamanan dan 

lingkungan. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat 

mengakibatkan tdak tercapainya tujuan Pembangunan ekonomi yaitu 

kesejahteraan serta menekan angka kemiskinan. 

Dalam Pembangunan ekonomi, penduduk merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting sebab penduduk merupakan tenaga kerja yang potensial untuk 

Pembangunan apabila digunakan semaksimal mungkin titik disamping itu jumlah 

penduduk yang cukup besar dari satu sisi dapat dijadikan modal besar 

Pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk di provinsi Jambi bukan disebabkan 

tingginya angka kelahiran namun juga migrasi dari luar provinsi jambi dan 

Sebagian dating dari pulau jawa. Untuk titikmengetahui pertumbuhan jumlah 

penduduk di provinsi jambi dapat dilihat di tabel 3.2 berikut 
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Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

Tahun 2019-2023 

Wilayah 
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Provinsi Jambi 3.624,6 3.548,2 3.585,1 3.631,1 3. 679,2 

Kerinci 238,7 250,3 251,9 253,9 255,1 

Merangin 388,9 354,1 355,7 357,6 368,4 

Sarolangun 301,9 290,1 293,6 298,1 302,2 

Batang Hari 272,9 301,7 306,7 313,2 312,7 

Muaro Jambi 443,4 402,0 406,8 412,8 418,8 

Tanjung Jabung Timur 220,0 229,8 231,8 234,2 236,7 

Tanjung Jabung Barat 333,9 317,5 320,6 324,5 330,5 

Tebo 354,5 337,7 340,9 344,8 350,8 

Bungo 374,8 362,4 367,2 373,3 376,4 

Kota Jambi 604,7 606,2 612,2 619,6 627,8 

Kota Sungai Penuh 90,9 96,6 97,8 99,2 99,8 

Sumber : Badan Pusat Statisti (BPS), 2024 

 

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 

2019 sebesar 3.624,6 jiwa dan pada tahun 2022 penduduk Provinsi Jambi 

menurun kemudian naik kembali pada tahun 2023 sebesar 3.679,2 jiwa. Ini 

disebabkan banyaknya angka kematian, angka kelahiran dan migrasi menjadi 

penyebab bertambah jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk 

tertinggi terdapat pada kota Jambi sebesar 604,7 jiwa pada tahun 2019 dan pada 

tahun 2023 sebesar 627,8 jiwa. Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk 

terendah pada tahun 2019 sebesar 90,9 jiwa dan pada tahun 2023 sebesar 99,8 

jiwa. 

3.3 Perekonomian Provinsi Jambi 

 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai 

keberhasilan perekonomian suatu negara maupun daerah. Salah satu tujuan 

Pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 
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Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran penting investasi 

sebagai sumber pembiayaan dalam melakukan kegiatan Pembangunan ekonomi. 

Dengan arti kata besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang di capai ditentukan 

juga oleh besarnya investasi yang dilakukan. 

Pembanguan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan 

salah satu sumber utama pertumnbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal 

menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). 

Selanjutnya peningkatan stock modal akan menigkatkan kapasitas dan kualitas 

produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Investasi ternyata cukup membawa 

pengaruh baik bagi kemajuan suatu negara maupun daerah. Sebab, dalam 

kondisinya, investasi termasuk kedalam pendapatan nasional yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara atau suatu daerah tersebut. 

Struktur perekonomian ada suatu wilayah bisa di lihat dari Produk Domestik 

Bruto (PDBR), PDRB merupakan indikator paling penting dalam menentukan 

arah pembangunan di suatu wilayah. Dengan memperhatikan besarnya peranan 

masing-masing dalam PDRB, suatu skala prioritas pembangunan bisa ditentukan. 

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang terus menerus meningkat, dampaknya 

akan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Berikut disajikan Data PDRB di Provinsi Jambi Tahun 2020- 2023 
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Tabel 3.3 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi 

Tahun 2020-2023 

 

Sektor PDRB 

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi 

Jambi (Milyar Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 

A. Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

39.751,94 41.209.10 43.267,90 45.697,30 

B. Pertambangan dan 

Penggalian 

34.988,96 35.730.20 38.502,00 38.529,00 

C. Industri Pengolahan 15.513,67 15.727.40 16.218,80 16.892,90 

D. Pengadaan Listrik dan 

Gas 

81,14 86,90 97,00 108,80 

E. Pengadaan Air, 

Penggelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

202,68 213,10 219,80 220,30 

F. Kontruksi 11.140,58 12.025,00 11.919,00 12.870,50 

G. Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

14.203,50 15.049,60 15.857,80 17.264,40 

H. Transportasi dan 

Pergudangan 

4.203,82 4.437,50 5.190,30 5.620,50 

I. Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

1.582,75 1.661,40 1.845,60 2.007,30 

J. Informasi dan 

Komunikasi 

6.101,01 6.335,00 6.794,20 7.304,00 

K. Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

3.487,26 3.674,30 3.647,80 3.692,40 

L. Real Estate 2.212,00 2.281,90 2.378,20 2.456,60 

M,N. Jasa Perusahaan 1.480,60 1.540,30 1.773,40 2.071,90 

O. Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

4.823,16 4.929,30 4.897,50 5.043,20 

P. Jasa Pendidikan 5.153,71 5.216,50 5.321,80 5.457,10 

Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

1.914,10 2.211,80 2.158,80 2.252,50 

R, S, T, U Jasa Lainnya 1.513,38 1.521,30 1.640,10 1.780,30 

PDRB 148.354,25 153.850,60 161.730,00 169.268.80 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 

 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas data PDRB pada periode 2020-2023 tertinggi 

ada ditahun 2023 dan sektor tertinggi ada di Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

dan terendah ada di sektor Pegadaian Listrik dan Gas. Dan total keseluruhan 

semua sektor PDRB pada tahun tertinggi yaitu 2023 adalah sebesar 169.268,80. 
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Pemerintah bisa membantu meningkatkan PDRB dengan melakukan bantuan 

finansial dan promosi terhadap masing-masing sektor, dengan tingginya sektor- 

sektor yang dihasilkan tersebut terutama untuk sektor-sektor unggulan yang akan 

membuat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 

3.4 Investasi Provinsi Jambi 

 

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya 

(resorce) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian 

hari (masa datang). Investasi Juga dapat diklasifikasikan berdasarkan institusi 

yang melaksanakan kegiatan investasi serta berdasarkan sumber aliran modal 

yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN). 

Investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penerimaan modal 

asing merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan suatu 

perekonomian terutama perannya yang ikut berkontribusi memajukan 

pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi dengan berbagai sumber kekayaan alam 

dan segala potensi investasi untuk menarik para investor dan pelaku ekonomi 

untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di daerah yang diharapkan dapat 

memberikan efek besar terhadap pendapatan daerah yang akan mempengaruhi 

kemajuan perekonomian. Berikut ini adalah data dari realisasi investasi di 

Provinsi Jambi berdasarkan sektor tahun 2022. 
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Tabel 3.4 

Realisasi Investasi di Provinsi Jambi Berdasarkan Sektor tahun 2022 
 

Uraian PMA (Milyar) PMDN (Milyar) 

Sektor Primer   

Kehutanan 18,1 75 

Perikanan - 0,0 

Pertambangan 44 182 

Tanaman Pangan; Perkebunan; dan 

perternakan 

175 2.377 

Sektor Sekunder   

Industri Mesin; Elektronik; 

Instrumen Kedokteran; Peralatan 

Listrik; Presisi; Optik dan Jam 

- - 

Industri Barang dari Kulit dan Alas 

Kaki 

- - 

Industri Karet dan Plastik 6 17 

Industri Kayu 15,0 99 

Industri Kendaraan Bermotor dan 

Alat Transportasi Lain 

- 6,5 

Industri Kimia dan Farmasi 16 0 

Industri Lainnya 0 23 

Industri Logam Dasar; Barang 

Logam; Bukan Mesin dan 

Peralatannya 

- 0 

Industri Makanan 152 1.905 

Industri Mineral Non Logam 0 1 

Industri Tekstil - 0 

Sektor Tersier   

Hotel dan Restoran 6 178 

Jasa Lainnya 0 216 

Kontruksi - 52 

Listrik; Gas dan Air 78 3.247 

Perdagangan dan Reparasi 14 238 

Perumahan; Kawasan Industri dan 

Perkantoran 

3 49 

Transportasi; Gudang dan 

Telekomunikasi 

35 79 

Sumber: Buku Statistik Realisasi Investasi 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa investasi PMA dan PMDN dibagi 

menjadi tiga macam sektor yaitu sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor 

Tersier. Investasi PMA pada sektor Primer yang tertinggi Tanaman Pangan; 
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Perkebunan; dan perternakan yaitu sebesar 175 Milyar yang terendah perikanan 

tidak ada sama sekali. Pada sektor Sekunder yang tertinggi industri makanan 152 

Milyar yang terendah Industri Mesin; Elektronik; Instrumen Kedokteran; 

Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam, Industri Barang dari Kulit dan Alas 

Kaki, Industri kendaraan bermotordan alat transportasi lainnya, Industri Logam 

Dasar; Barang Logam; Bukan Mesin dan Peralatannya, Industri Tekstil tidak ada 

sama sekali. Yang terakhir pada Sektor Tersier yang tertinggi Listrik; gas dan air 

yaitu sebesar 78 Milyar yang terendah Kontruksi tidak ada sama sekali. 

Investasi PMDN pada sektor Primer yang tertinggi Tanaman Pangan; 

Perkebunan; dan perternakan yaitu sebesar 175 Milyar dan yang terendah 

perikanan yaitu sebesar 0,0 Milyar, pada sektor sekunder yang tertinggi industri 

makanan yaitu sebesar1.905 milyar yang Terendah Industri Mesin; Elektronik; 

Instrumen Kedokteran; Peralatan Listrik; Presisi; Optik dan Jam, Industri Barang 

dari Kulit dan Alas Kaki tidak ada sama sekali. Pada sektor tersier yang tertinngi 

Listrik; gas dan air yaitu sebesar 3.247 milyar yang terendah perumahan; 

Kawasan industri dan perkantoran yaitu sebesar 49 milyar. 

3.5 Pajak Daerah Provinsi Jambi 

 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Pendapatan asli 

daerah (PAD) merupakan segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke 
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dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Pendapatan asli daerah 

adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pembayaran pajak dan retribusi 

masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu, PAD harus dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat dengan sebaik mungkin. Pendapatan asli daerah bersama 

dengan jenis pendapatan daerah lainnya seperti, hibah, dana perimbangan dan 

bahkan dana keistimewaan (untuk provinsi-provinsi tertentu) harus dijadikan 

pertimbangan utama dalam menyusun APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja 

Daerah). Anggaran yang disusun dalam APBD inilah yang memperlihatkan 

bagaimana penyaluran pendapatan asli daerah kepada masyarakat. 

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah 

kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan 

dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, 

jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta 

pemerintahan lainnya. 

Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dituntut untuk 

menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh 

dari tahun ke tahun. Kebutuhan Masyarakat akan pelayanan publik yang semakin 

meningkat sehingga mendorong pemerintah untuk menaikkan belanja pemerintah. 

Peningkatan belanja pemerintah daerah ini tentunya ditunjang oleh peningkatan 

pendapatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerahnya, pemerintah 

kabupaten/kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai 
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pendapatan asli daerah (PAD). Berikut ini realisasi pendap;atan pemerintah 

Provinsi Jambi yang ditujukan pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 
 

Jenis Pendapatan Realisasi Pendapatan 

Pemerintah Provinsi Jambi 

tahun 2021 (Ribu Rupiah) 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.535.183.478 

1.1 Pajak Daerah 1.292.729.049 

1.2 Retribusi Daerah 18.593.503 

1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

38.167.457 

1.4 Lain-lain PAD yang Sah 195.937.065 

2. Dana Perimbangan 2.849.121.392 

2.1 Bagi Hasil Pajak 157.683.636 

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 

Alam 

289.925.938 

2.3 Dana Alokasi Umum 1.288.418.327 

2.4 Dana Alokasi Khusus 1.116.093.491 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 16.319.493 

3.1 Pendapatan Hibah 2.552.309 

3.2 Dana Darurat 0 

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

0 

3.4 Dana Penyusunan dan Otonomi Daerah 13.767.184 

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

0 

3.6 Lainnya 0 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 

Berdasarkan tabel diatas 3.6 menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan 

pemerintah yang tertinggi pada Dana Perimbangan yaitu sebesar 2.849.121.392 

ribu rupiah dan yang terendah atau tidak ada sama sekali pada Dana Darurat, 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan 

Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya yaitu sebesar 0 ribu 

rupiah. 
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BAB IV 

 

HASIL PE LNELLITIAN DAN PELMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pelnellitian 

 

Untuk me lnge ltahui pelngaruh invelstasi dan pe lne lrimaan pajak dae lrah se lcara 

parsial dan simultan te lrhadap pe lrtumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, digunakan 

analisis relgre lsi linie lr be lrganda, ole lh kare lna itu pe lrlu dilakukan uji asumsi klasik 

telrlelbih dahulu. 

4.1.1 Uji Asumsi Klasik 

 

Didalam pelnellitian ini dilakukan pe lrsamaan re lgrelsi line lar be lrganda, 

data-data yang ada di pe lnellitian ini diharuskan lolos uji asumsi klasik yang 

me lnandakan data telrse lbut sudah layak untuk diuji. Adapun hasil uji asumsi klasik 

yang tellah dilakukan se lbagai be lrikut : 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dalam pelne llitian ini me lnggunakan uji Onel Sample l 

Kolmogorov  –  Smirnov  Te lst  de lngan  software l  SPSS de lngan 

me lmpe lrhatikan nilai signifikasinya. Be lrikut tabell hasil uji normalitas : 
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Tabe ll 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
 

One l-Samplel Kolmogorov-Smirnov Te lst 
 Unstandardizeld Relsidual 

N 20 

 
a,b 

Normal Parameltelrs 

Melan 0EL-7 

Std. 

Delviation 
1,38347969 

Most E Lxtrelme l 

Diffelrelncels 

Absolutel  ,188 

Positivel  ,127 

Nelgativel  -,188 

Kolmogorov-Smirnov Z ,840 

Asymp. Sig. (2-taileld) ,480 

a. Te lst distribution is Normal. 

b. Calculateld from data. 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 

Be lrdasarkan uji normalitas yang te llah dilakukan, hasil yang di pelrole lh nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) se lbelsar 0,480 > 0,05 dan melnyimpulkan data sampe ll yang 

tellah dipakai ini be lrdistribusi normal. Sellain dari itu, hasil uji normalitas juga 

dapat dite lntukan de lngan me lmpe lrtimbangkan hasil Grafik Probability Plot yang 

dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 

Grafik Probability Plot 

 

 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 

Grafik probability plot te lrselbut, melnunjukkan titik-titik me lnye lbar di se lkitar 

garis diagonal dan melngikuti arah garis telrselbut, dari hasil itu bisa dikatakan 

be lrdasarkan telori yang dite ltapkan bahwa pe lnellitian ini data yang dipakai 

me lrupakan data be lrdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinelaritas 

 

Untuk me lndapatkan relgrelsi yang baik maka data harus belbas dari 

multikolinelaritas atau tidak bolelh te lrjadi multikolinelaritas. Untuk melndelte lksi 

adanya multikolinelaritas de lngan syarat: 
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1. Nilai tolelrancel > 0,10 atau VIF < 10 : tidak te lrjadi multikolinelaritas (jika 

nilai tolelrancel belsar dari 0,10 atau nilai VIF kelcil dari 10 maka tidak telrjadi 

multikolinelaritas) 

2. Nilai tolelrancel < 0,10 atau VIF > 10 : te lrjadi multikole lne laritas (jika nilai 

tolelrancel ke lcil dari 0,10 atau nilai VIF lelbih dari 10 maka telrjadi 

multikolinelaritas). 

Dalam hal ini, cara yang paling ce lrmat untuk melnelntukan te lrdapat atau 

tidak telrdapatnya hubungan multikolinelaritas yakni bisa dilihat dari nilai tolelrancel 

dan nilai VIF pada tabell 4.2 uji multikolinelaritas. 

Tabe ll 4.2 

Hasil Uji Multikolinelaritas 
 

Coefficientsa 

Modell Unstandardizeld 

Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coelfficielnts 

T Sig. Collinelarity Statistics 

B Std. ELrror Belta   Tolelrancel VIF 

 

1 

(Constant) 4,637 14,445  ,321 ,752   

X1 -,849 1,151 -,161 -,738 ,470 ,666 1,502 

X2 ,888 ,335 ,576 2,650 ,017 ,666 1,502 

a. Delpelndelnt Variablel: Y 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 

Be lrdasarkan tabell hasil uji multikolinelaritas di atas dapat dike ltahui bahwa 

nilai tolelrancel dari variabe ll indelpelndeln X1 invelstasi se lbe lsar 0,666, X2 pajak 

dae lrah se lbe lsar 0,666 nilai tolelrancel diatas 0,1 dan nilai VIF dari variabe ll 

inde lpe lnde ln invelstasi se lbe lsar 1,502, pajak daelrah se lbe lsar 1,502 melnunjukan nilai 

VIF dibawah 10. Olelh kare lna itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinelaritas antar variabell. 
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c. Uji Heltelroskeldastisitas 

 

Untuk me lndapatkan relgrelsi yang baik maka data harus belbas dari 

he lte lroske ldastisitas atau tidak bole lh te lrjadi he lte lroske ldastisitas. Tujuan dilakukan 

uji he lte lroske ldastisitas (uji scatte lrplot) dalam pelnellitian ini yaitu untuk 

melngeltahui te lrjadi atau tidaknya ge ljala ke ltidak akuratan pada suatu hasil anasisi 

telrselbut. Pada dasarnya, uji helte lroske ldastisitas me lme lnuhi syarat jika titik-titik 

pada grafik scatte lrplot telrselbar me lrata (tidak mellelbar/melnyelmpit dan tidak 

belrgellombang. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heltelroskeldastisitas 
 

 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 
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Tidak te lrjadi he lte lroske ldastisitas jika titik-titik data me lnyelbar dan tidak 

melmbelntuk pola telrtelntu. Dari gambar di atas telrlihat bahwa titik-titik sumbu Y 

tidak melmbelntuk pola telrtelntu dan titik – titik data melnyelbar. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak te lrjadi he lte lroske ldastisitas pada modell relgrelsi dalam 

pelnellitian ini. 

d. Uji Autokorellasi 

 

Uji autokore llasi adalah untuk mellihat apakah te lrjadi kore llasi antara suatu 

pelriodel t de lngan pelriodel selbellumnya (t -1). Se lcara seldelrhana adalah bahwa 

analisis relgrelsi adalah untuk me llihat pe lngaruh antara variabe ll belbas te lrhadap 

variabe ll te lrikat, jadi tidak bolelh ada kore llasi antara obse lrvasi de lngan data 

obselrvasi se lbe llumnya. Mode ll relgre lsi yang baik adalah relgre lsi yang be lbas dari 

autokore llasi atau tidak telrjadi autokore llasi. Untuk me lnge ltahuinya de lngan cara 

me lmbandingkan nilai D-W de lngan nilai d dari tabell DurbinWatson: 

1. Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kelsimpulannya pada data te lrse lbut 

te lrdapat autokore llasi. 

2. Jika dU < D-W < 4 – dU, kelsimpulannya pada data te lrse lbut tidak telrdapat 

autokorellasi. 

3. Tidak ada ke lsimpulan jika: dL ≤ D-W≤ dU atau 4 – dU ≤ D-W≤ 4 – dL 

 

Apabila hasil uji Durbin-Waston tidak dapat disimpulkan apakah telrdapat 

autoke lre llasi atau tidak maka dilanjutkan delngan runs telst. Hasil dari pe lngujian 

autokorellasi pada pe lne llitian ini ditunjukkan selpelrti pada table l be lrikut ini. 
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Tabe ll 4.3 

Hasil Uji Autokorellasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,682a ,465 ,402 1,46260 1,818 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah Peneliti (SPSS) 

 

Mellngacu pada hasil uji autolkolrelllasi tellrsellbut dikel ltahui di dalam kelltelltapan 

tabelll Durbin Watsoln dellngan tingkat signifikan = 5% pada sampelll (n) 20 dan 

jumlah variabelll indellpellndellnt (K) 2 maka di pellrollellh: 

dU = 1,536 

4 – dU = 4 – 1,536 

= 2,464 

dw = 1,818 

dL = 1,015 

Bellrdasarkan tabelll, dikelltahui dL= 1,015 dan dU = 1,536 

Jadi bellrdasarkan tabelll pel lmbanding nilai dL =1,015 dan 4-dU = 2,464 maka 

1,536 < 1,818 < 2,464 kesimpulannya pada data tersebut tidak tellrdapat 

autolkolrelllasi. 

 

4.1.2 Pe lrsamaan Re lgre lsi Linelar Belrganda 

 

Be lrdasarkan hasil pada pe lngolahan data, be lrikut ini tabell 4.4 hasil uji 

relgrelsi line lar be lrganda yang diolah me lnggunakan SPSS: 

Tabe ll 4.4 

Hasil Uji Re lgrelsi Line lar Belrganda 
a 

Coelfficielnts 

Modell Unstandardizeld 

Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coelfficielnts 

T Sig. Colline larity Statistics 

B Std. ELrror Belta   Tolelrancel  VIF 

 

1 

(Constant) 4,637 14,445  ,321 ,752   

X1 -,849 1,151 -,161 -,738 ,470 ,666 1,502 

X2 ,888 ,335 ,576 2,650 ,017 ,666 1,502 

a. De lpe lndelnt Variable l: Y 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 
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Be lrdasarkan tabe ll 4.4 hasil pada uji relgrelsi line lar belrganda yang dipe lrole lh 

me lnje llaskan pelngaruh Invelstasi dan pajak dae lrah telrhadap pe lrtumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 dapat dibe lntuk pe lrsamaan relgrelsi selbagai 

belrikut: 

Y = 4,637 - 0,849 X1 + 0,888 X2 + el 

 

Melngacu pada hasil pelrsamaan relgrelsi telrlampir maka untuk masing- 

masing variabell, pe lne lliti me lnginte lrpre ltasikan se lbagai be lrikut : 

1. Nilai konstanta selbe lsar 4,637 artinya apabila variabe ll indelpelndeln yaitu 

invelstasi (X1), pajak dae lrah (X2) belrnilai nol (0), maka variabell delpelndeln 

(Y) yaitu pe lrtumbuhan ekonomi akan belrnilai te ltap selbe lsar 4,637%. 

2. Koelfisieln Re lgre lsi variabell invelstasi (X1) belrnilai nelgatif se lbe lsar -0,849. Hal 

ini menunjukkam bahwa terdapat jika investasi meningkat 1% 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,849% 

3. Koelfisie ln relgrelsi variabell pajak dae lrah (X2) be lrnilai positif selbelsar 0,888 

artinya apabila variablel X2 pajak dae lrah me lngalami pe lningkatan selbelsar 

1%, maka variabe ll Y yaitu pe lrtumbuhan eLkonomi akan me lngalami 

pe lningkatan se lbelsar 0,888%. 

4.1.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Dilakukan uji ini untuk melmpre ldiksi selbelrapa belsar kontribusi pe lngaruh 

yang dibe lrikan variabe ll inde lpe lndeln te lrhadap variabe ll delpelndeln. Be lsarnya 

koefesien determinasi ditunjukkan oleh 0<R
2
<1. Koefisisen Determinasi dapat 

dicari de lngan me lnggunakan rumus se lbagai belrikut : 
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Koelfisieln Deltelrminasi dapat dilihat pada tabell 4.5 selbagai be lrikut : 

 

Tabe ll 4.5 

Hasil Uji Koe lfe lsieln De lte lrminasi (R²) 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,682a ,465 ,402 1,46260 1,818 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 

 

Be lrdasarkan hasil pe lngujian koelfisieln deltelrminasi pada tabell diatas, 

me lnunjukkan bahwa nilai R Square l selbelsar 0,465 yang artinya bahwa be lsarnya 

kontribusi variabe ll indelpe lndeln yaitu X1 invelstasi dan X2 pajak daelrah, 

me lmpe lngaruhi variable l Y pe lrtumbuhan eLkonomi Se lbe lsar (0,465 x 100% = 

46,5%), se ldangkan sisanya (100% - 46,5 % = 53,5%) dipe lngaruhi ole lh variabell- 

variabe ll lain di luar pelnellitian ini. 

4.1.4 Pe lngujian Hipotelsis 

 

a. Uji se lcara Simultan (Uji F) 

 

Se ltellah dilakukan pe lngolahan data uji F (simultan) didapat hasil selpelrti 

yang bisa te lrlihat dalam ouput SPSS, selbagai belrikut : 

Tabe ll 4.6 

Hasil Uji F Simultan 
ANOVA

a
 

Modell Sum of Squarels Df Melan Squarel  F Sig. 

 

1 

Relgre lssion 31,584 2 15,792 7,382 ,005
b
 

Relsidual 36,366 17 2,139   

Total 67,951 19    

a. De lpe lndelnt Variable l: Y 

b. Pre ldictors: (Constant), X2, X1 

Sumbelr : Data diolah Pe lne lliti (SPSS) 

KD = R
2
 X 100% 
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Sel lbel llum mel lnjelllaskan hasil, nilai F tabelll harus ditellntukan tellrlellbih dahulu, 

caranya dellngan mellnghitung rumus n-k-1 (n adalah jumlah tahun dan k adalah 

jumlah variabelll X) selltelllah itu hasil yang di dapat bisa dibandingkan pada 

distribusi tabelll F dan nilai F tabelll pada pellnelllitian ini adalah 3,59. Bellrdasarkan 

tabelll data diatas dipellrollellh nilai signifikan sellbellsar 0,005 < 0,05 , nilai F hitung 

7,382 > 3,59 maka ditarik kellsimpulan variabelll invelstasi (X1), pajak dae lrah (X2), 

sellcara simultan bellrpellngaruh positif dan signifikan tellrhadap pelrtumbuhan 

eLkonomi (Y) di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

 

b. Uji se lcara Parsial (Uji t) 

 

Seltellah dilakukan pelngolahan data uji t (parsial) didapat hasil selpelrti yang 

bisa te lrlihat dalam ouput SPSS, selbagai be lrikut : 

Tabe ll 4.7 

Hasil Uji t Parsial 
a 

Coelfficielnts 

Modell Unstandardizeld 

Coelfficielnts 

Standardizeld 

Coelfficielnts 

T Sig. Collinelarity 

Statistics 

B Std. ELrror Belta   Tolelrancel  VIF 

 

1 

(Constant) 4,637 14,445  ,321 ,752   

X1 -,849 1,151 -,161 -,738 ,470 ,666 1,502 

X2 ,888 ,335 ,576 2,650 ,017 ,666 1,502 

a. De lpe lndelnt Variable l: Y 

Sumbelr : Data diolah Pelnelliti (SPSS) 

 

Be lrdasarkan tabe ll diatas hasil pelngujian se lcara parsial dapat dijellaskan 

selbagai be lrikut : 

1. Pelngujian hipotelsis invelstasi telrhadap pelrtumbuhan ekonomi 

Dari hasil pelngolahan data didapat nilai thitung selbelsar -0,738 dan ttabell 1,740 

maka te lrlihat bahwa thitung < ttabell selhingga H0 dite lrima Ha ditolak, artinya 
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tidak telrdapat pe lngaruh antara variabell Invelstasi telrhadap pelrtumbuhan 

eekonomi. 

2. Pelngujian hipotelsis pajak delarah telrhadap pe lrtumbuhan ekonomi 

Dari hasil pelngolahan data didapat nilai thitung selbelsar 2,650 dan ttabell 1,740 

maka te lrlihat bahwa thitung > ttabell se lhingga H0 ditolak Ha ditelrima, artinya 

apabila pajak dae lrah melngalami pelningkatan maka pelrtumbuhan e Lkonomi 

akan me lningkat. 

Pelmbahasan 

 

Pelnellitian ini melnggunakan me ltode l kuantitatif. Se lpe lrti yang tellah dike ltahui, 

data-data yang dijadikan sampe ll pe lne llitian ini te llah lolos se lmua uji asumsi klasik 

yang me lnandakan bahwa sampe ll ini layak digunakan se lbagai tolak ukur hasil 

pelnellitian yang ditarik ke lsimpulannya. 

1. Pe lngaruh inve lstasi dan pajak dae lrah se lcara simultan te lrhadap 

pe lrtumbuhan eLkonomi di Provinsi Jambi 

Be lrdasarkan hasil uji F yang sudah dilakukan, me lnunjukkan bahwa 

invelstasi (X1) dan pajak dae lrah (X2) se lcara simultan be lrpelngaruh signifikan 

te lrhadap pe lrtumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi (Y), hal ini dibuktikan 

de lngan Fhitung > Ftabell yaitu 7,382 > 3,59 maka hasil pe lne llitian ini melmbuktikan 

hipotelsis yang diajukan dite lrima. 

Hasil yang dipelrolelh tellah me lndukung telori yang dike lmukakan 

selbe llumnya, bahwa invelstasi dan pajak dae lrah. Pe lne llitian ini didukung ole lh 

pelnellitian te lrdahulu olelh Selli Indah Della Puspitasari, dkk 2024 yang 
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melnyatakan bahwa hasil relgrelsi linie lr be lrganda belrpelngaruh positif dan tidak 

signifikan te lrhadap pe lrtumbuhan e lkonomi, pelne lrimaan modal asing 

belrpelngaruh nelgatif dan signifikan telrhadap pe lrtumbuhan elkonomi, seldangkan 

pelnelrimaan modal dalam nelgelri be lrpelngaruh ne lgatif dan tidak signifikan 

te lrhadap pe lrtumbuhan e lkonomi. M Fahmi Zulvan 2024 me lnyatakan hasil 

relgre lsi linie lr be lrganda, hasil pe lnellitian ini ialah bahwa inve lstasi dan PAD 

belrpelngaruh te lrhadap pelrtumbuhan elkonomi, yang be lrarti banyaknya inve lstasi 

dan PAD yang dikellola pe lme lrintah dae lrah dapat me lnye lbabkan pelrtumbuhan 

elkonomi Kabupate ln dan Kota. 

2. Pe lngaruh inve lstasi telrhadap pelrtumbuhan elkonomi 

 

Be lrdasarkan hasil uji t (parsial) pada mode ll re lgre lsi, telrlihat bahwa thitung 

< ttabell yaitu -0,738 < 1,729 maka dapat disimpulkan tidak te lrdapat pe lngaruh 

signifikan antar variabell invelstasi telrhadap variabell pelrtumbuhan eLkonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa investasi berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pe lnellitian ini didukung 

ole lh hasil yang sama olelh Rini Sulistiawati (2012) inve lstasi belrpelngaruh 

ne lgatif te ltapi tidak signifikan telrhadap pelrtumbuhan elkonomi. 

Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak berbanding searah dengan 

pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan investasi akan memperlambat 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dan sebaliknya. Oleh karena itu 

investasi tidak selalu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ekonomi daerah. 

Misalnya, pemerintah daerah mungkin fokus pada proyek besar seperti 
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infrastruktur atau gedung pemerintah yang tidak langsung meningkatkan daya 

saing atau produktivitas sektor-sektor ekonomi utama daerah, seperti pertanian 

perdagangan atau industry lokal. 

Investasi pemerintah Provinsi Jambi tidak stabil akibat fluktuasi suku 

bunga. Dampak dari kenaikan suku bunga mengakibatkan suku bunga kredit 

mengalami kenaikan yang sama. Sehingga permintaan akan kredit mengalami 

penurunan yang pada gilirannya akan menurunkan investasi. 

Sementara pertumbuhan ekonomi jambi yang tinggi hanya dinikmati oleh 

segelintir orang dan tidak merata di masyarakat. Hal ini menyebabkan 

kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. 

3. Pe lngaruh pajak daelrah te lrhadap pe lrtumbuhan eLkonomi 

Dari hasil pe lngujian hipote lsis te lrdapat bahwa thitung > ttabell yaitu 2,650 > 

1,740 maka dapat disimpulkan te lrdapat pe lngaruh signifikan variabe ll inve lstasi 

te lrhadap variabe ll pe lrtumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

Hasil Pelnellitian ini se ljalan de lngan pelne llitian Yurianto dan Akhmad 

Tantowi (2021) pelne lrimaan pajak dae lrah be lrpe lngaruh positif dan signifikan 

telrhadap pe lrtumbuhan e lkonomi di Provinsi DKI Jakarta se llama pe lriode l 1987- 

2019. Saragih, A.H (2018) pe lne lrimaan pajak Provinsi be lrpelngaruh positif dan 

signifikan te lrhadap pe lrtumbuhan e lkonomi Provinsi di Indone lsia se llama 

pelriodel 2013-2016. 



72  

 

4.2 Implikasi Kelbijakan 

 

4.2.1 Inve lstasi (X1) 

 

Dari hasil pelngujian hipotelsis selbellumnya invelstasi belrpelngaruh nelgatif 

dan tidak signifikan telrhadap pe lrtumbuhan eLkonomi di provinsi Jambi. Dalam hal 

ini pemerintah Provinsi Jambi harus dapat mengupayakan iklim investasi yang 

kondusif, memastikan bahwa investasi tersebut dikelola secara efisien, tepat 

Sasaran, dan mendukung sektor-sektor yang dapat mendorong produktivitas dan 

daya saing. Dengan meningkatkan keamanan negara dan regulasi yang tepat agar 

para investor, baik asing maupun dalam negeri dapat merasa aman dan tertarik 

untuk menanamkan modal mereka sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

4.2.2 Pajak Dae lrah (X2) 

 

Dari hasil pelngujian hipotelsis se lbe llumnya pajak dae lrah be lrpe lngaruh positif 

dan signifikan te lrhadap pe lrtumbuhan e lkonomi. Pajak dae lrah me lrupakan salah 

satu sumbe lr pe lre lkonomian dae lrah yang dapat dijadikan pelndapatan dae lrah. Pajak 

yang dibayarkan ke lpada pe lme lrintah dae lrah be lrpe lran pe lnting dalam melndorong 

Pelmbangunan dan me lnyeldiakan layanan publik yang dipelrlukan ole lh masyarakat. 

Pajak juga me lmiliki fungsi budge lting dan distribusi, yang diharapkan mampu 

melningkatkan pelrtumbuhan e lkonomi dan me lmpe lrbaiki keltimpangan relgional. 

Ke lbijakan Pelme lrintah Provinsi Jambi untuk me lningkatkan pelne lrimaan 

pajak dae lrah de lngan me llakukan pelndataan ulang telrhadap wajib pajak, melnjalin 

kelrja sama de lngan pihak swasta, BUMN, atau pelmelrintah dae lrah lain dalam 

pelngellolaan dan pelmungutan pajak daelrah, mellakukan pelmbelnahan manajelmeln 
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pelngellolaan pajak daelrah, melmastikan pelmungutan pajak dae lrah elfelsieln, delngan 

biaya pe lmungutan yang lelbih re lndah dari hasil pe lmungutannya, 

me lnye llelnggarakan systelm yang seldarhana untuk melmudahkan masyarakat dalam 

me lme lnuhi kelwajiban pe lrpajakannya, mellakukan Tindakan te lgas te lrhadap wajib 

pajak yang melmiliki tunggakan pajak, selpe lrti pelnagihan dan pe lngelnaan sanksi. 

Kelbijakan pajak melrupakan cara pelme lrintah untuk me lmpe lrole lh pelndapatan 

yang digunakan se lbagai dana Pelmbangunan ne lgara. Hasil pe lne lrimaan pajak dapat 

dialokasikan untuk Pe lmbangunan infrastruktur dan fasilitas umum, selpe lrti jalan, 

selkolah dan rumah ibadah. 
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BAB V 

KELSIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kelsimpulan 

 

Be lrdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pe lmbahasan yang tellah 

dikelmukakan, maka dipe lrolelh Kelsimpulan se lbagai be lrikut : 

1. Invelstasi dan Pajak Dae lrah se lcara Simultan be lrpelngaruh signifikan telrhadap 

pe lrtumbuhan e lkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. 

2. Invelstasi dan Pajak Daelrah se lcara Parsial Telrhadap Pelrtumbuhan ELkonomi 

 

a. Invelstasi (X1) tidak belrpelngaruh signifikan te lrhadap Pe lrtumbuhan 

ELkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. kare lna pe lrke lmbangan 

Invelstasi di Provinsi Jambi pelriodel 2004-2023 be lrfluktuasi se lhingga 

melmpelrolelh rata-rata pe lrke lmbangan 15,54%. 

b.  Pajak Dae lrah (X2) belrpe lngaruh signifikan te lrhadap Pe lrtumbuhan 

ELkonomi di Provinsi Jambi tahun 2004-2023. Kare lna Pe lrke lmbangan 

Pajak Dae lrah di Provinsi Jambi belrfluktuasi selhingga melmpe lrolelh rata- 

rata pe lrke lmbangan selbelsar 53,05%. 

5.2 Saran 

 

Be lrdasarkan hasil pelnellitian dan Ke lsimpulan yang di dapat, maka saran 

yang dapat dibe lrikan yaitu selbagai be lrikut : 

1. Bagi Pelmelrintah Daelrah 

 

Pe lme lrintah dae lrah Provinsi Jambi diharapkan dapat me lme ltakan dan 

manggali pote lnsi pe lre lkonomian se ltiap Kabupteln/Kota di Provinsi Jambi, 
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kare lna de lngan melnggali pote lnsi e lkonomi akan melmbuat Provinsi Jambi 

me lnjadi dae lrah yang mandiri dalam ke luangan. 

2. Bagi Masyarakat 

 

Masyarakat Provinsi Jambi akan te lrus me lnge llola dan me lnge lmbangkan 

dae lrah se lndiri untuk melnjadi dae lrah yang mandiri dan melnyelseljahtelrakan 

masyarakatnya. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Jumlah Pendudduk Provinsi Jambi Tahun 2004-2023 
 

Tahun Jumlah Penduduk 

2004 2.619.553 

2005 2.635.968 

2006 2.683.099 

2007 2.742.196 

2008 2.788.269 

2009 2.834.164 

2010 3.092.265 

2011 3.169.814 

2012 3.242.814 

2013 3.317.034 

2014 3.344.421 

2015 3.402.052 

2016 3.458.926 

2017 3.515.017 

2018 3.570.272 

2019 3.624.579 

2020 3.677.894 

2021 3.585.100 

2022 3.631.100 

2023 3.760.275 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Lampiran 2 

Data yang diolah (LOG) 
 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Persen) 

Investasi 

(Milyar) 

Pajak Daerah 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(LOG) 

Investasi 

(LOG) 

Pajak 

Daerah 

(LOG) 

5,38 9.758.268.390 246.153.517.603 0,73078228 9,989373 11,39121 

5,57 9.199.191.720 281.722.332.085 0,7458552 9,96375 11,44982 

5,89 10.315.484.960 311.238.808.551 0,77011529 10,01349 11,49309 

6,82 10.364.965.610 372.444.014.569 0,83378437 10,01557 11,57106 

7,16 10.849.604.480 527.008.669.551 0,85491302 10,03541 11,57106 

6,39 11.277.506.866 438.524.170.383 0,80550086 10,05221 11,72182 

7,35 11.616.880.640 602.355.302.089 0,86628734 10,06509 11,64199 

7,86 18.897.120.040 838.851.529.199 0,89542255 10,2764 11,77985 

7,03 27.384.362.550 808.258.511.161 0,84695533 10,4375 11,92369 

6,84 34.325.652.890 841.884.751.200 0,8350561 10,53562 11,90755 

7,36 39.944.023.820 1.010.560.582.180 0,86687781 10,60145 11,92525 

4,21 46.886.547.410 1.010.318.979.969 0,6242821 10,67105 12,00456 

4,37 52.782.394.460 966.519.347.102 0,64048144 10,72249 12,00446 

4,60 52.870.890.800 1.316.162.467.485 0,66275783 10,72322 11,98521 

4,69 45.027.265.550 1.374.289.409.975 0,67117284 1065348 12,11931 

4,35 52.559.360.000 1.345.106.684.350 0,63848926 10,72065 12,12876 

-0,51 46.474.432.000 1.292.729.049.000 -0,2924298 10,66721 12,11151 

3,69 54.193.700.000 1.558.105.417.000 0,56702637 10,73395 12,1926 

5,13 92.746.852.000 1.871.835.361.000 0,71011737 10,9673 12,27227 

4,66 110.721.864.000 19.177.532.851.000 0,66838592 11,04423 13,28279 
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Lampiran 3 

Hasil Output Olah Data SPSS 

Warning # 849 in column 23. Text: in_ID 

The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter. It 

could 

not be mapped to a valid backend locale. 

REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) CIN(95) 

/NOORIGIN 

/DEPENDENT Pert 

/METHOD=ENTER Investasi PD 

/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 

/RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID) 

/SAVE MCIN RESID. 

Regression 

[DataSet0] 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X2, X1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,682a ,465 ,402 1,46260 1,818 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 

1 

Regression 31,584 2 15,792 7,382 ,005
b
 

Residual 36,366 17 2,139   

Total 67,951 19    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

1 

(Constant) 4,637 14,445  ,321 ,752   

X1 -,849 1,151 -,161 -,738 ,470 ,666 1,502 

X2 ,888 ,335 ,576 2,650 ,017 ,666 1,502 

a. Dependent Variable: Y 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) X1 X2 

 

1 

1 2,990 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,010 17,472 ,00 ,02 ,53 

3 ,000 99,727 1,00 ,98 ,47 

a. Dependent Variable: Y 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 3,5510 6,5433 5,4420 1,28932 20 

Std. Predicted Value -1,467 ,854 ,000 1,000 20 

Standard Error of Predicted Value ,430 ,689 ,562 ,069 20 

Adjusted Predicted Value 3,2020 6,7247 5,4671 1,34234 20 

Residual -4,17318 1,57904 ,00000 1,38348 20 

Std. Residual -2,853 1,080 ,000 ,946 20 

Stud. Residual -3,124 1,193 -,008 1,037 20 

Deleted Residual -5,00275 1,92798 -,02509 1,66467 20 

Stud. Deleted Residual -4,644 1,209 -,092 1,304 20 

Mahal. Distance ,692 3,270 1,900 ,692 20 

Cook's Distance ,000 ,647 ,070 ,147 20 

Centered Leverage Value ,036 ,172 ,100 ,036 20 

a. Dependent Variable: Y 
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Charts 
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NPAR TESTS 

/K-S(NORMAL)=RES_1 

/MISSING ANALYSIS. 

 

NPar Tests 

[DataSet0] 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 

N 20 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1,38347969 

 

Most Extreme Differences 

Absolute ,188 

Positive ,127 

Negative -,188 

Kolmogorov-Smirnov Z ,840 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,480 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 4 

Presentase distribusi t 0,05% 
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Lampiran 5 

Presentase distribusi F untuk Probabilitas 0,05% 
 

 

 


